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RINGKASAN 

 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa 

Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember; Andara Muhlisidina, 150903101020; 2018: 94 halaman; Program Studi 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember. 

 Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai 29 

November 2018. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yaitu untuk mengetahui 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa 

Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember 

menggunakan pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara dan observasi 

yang berkaitan dengan judul. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) termasuk sistem 

pemungutan pajak With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan 

pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak 

ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). 

 Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) mengenai 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berhak 

melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 

ayat (2) adalah bendaharawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 

sebesar 4% apabila perencana dan pengawas mempunyai kualifikasi x Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memungut 

beberapa jenis pajak, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak 

Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan 
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Nilai (PPN). Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) tertuju pada 

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 4128/UN25.1.2/SP/2018, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu penerimaan negara di Indonesia yang sangat penting berasal dari 

sektor pajak karena pajak memberikan kontribusi besar bagi negara yang mana 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan 

pajak saat ini setara dengan 51,14% dari target penerimaan pajak pada APBN 

2018, jumlah tersebut cenderung naik sebesar 16,52% dibandingkan periode yang 

sama tahun 2017, yang hanya 10,17%, begitu juga dengan tingkat kepatuhan 

wajib pajak meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir pada 2017 dan 

2018. Dengan naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh besar 

bagi pembangunan nasional. 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi 

budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang 

diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam 

bidang ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatuf). 

Menurut lembaga pemungutnya pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada 

umumnya, adapun pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutangan, dan 

pertambangan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
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masing-masing, adapun pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah tingkat 

provinsi di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan 

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak 

rokok. Sedangkan pajak daerah yang dikelola pemerintah kota/kabupaten di 

antaranya pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan perkotaan (PBB-P2), bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak reklame 

(iklan), pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, dan sebagainya. 

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga yaitu 

Official Assessment, Self Assessment dan With Holding System. Self Assessment 

dan Witholding System termasuk dua sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu 

menuntut keaktifan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pemungutan dan 

pemotongan pajak yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. 

Salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan With Holding System 

adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau disebut juga dengan pajak 

penghasilan final (PPh Final). Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau disebut PPh 

Final merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib 

pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan 

pemotongan pajaknya bersifat final. 

Tata cara pembayaran pajak penghasilan (PPh) berbeda-beda, tergantung 

dari jenis PPh dan metode pembayarannya. Berdasarkan jenis pajak 

penghasilannya, prosedur pembayaran pajak memiliki perbedaan antara satu 

dengan yang lainnya, khususnya dalam hal batas waktu tanggal pembayarannya. 

Untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan, harus disetor paling 

lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan PPh 

Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, 

serta PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir, proses pembayarannya dapat disetor secara langsung atau 

pembayaran secara online. 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember merupakan 

lembaga pemerintahan non-departemen yang mana bertugas untuk menanggulangi 

bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada 

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan 

satuan koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) di tingkat provinsi 

dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (satlak PB) di tingkat kabupaten/kota 

yang salah satunya terdapat pada Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2012. Pada saaat terjadi bencana pada suatu daerah, maka BPBD 

Jember memberikan bantuan pada daerah tersebut dengan cara melakukan 

pembangunan kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Dengan 

adanya dana tersebut, maka tidak lepas dari pembayaran pajak yang dikenakan 

atas jasa konstruksi yang dipungut oleh bendaharawan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jember, beberapa jenis pajak penghasilan yang 

dipungut atau dipotong pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Salah satu 

pajak yang dipungut atau dipotong oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. 

Prosedur pemungutan pajak diberlakukan atas pelunasan pajak yang 

dikenakan pada setiap transaksi pengadaan bahan bangunan yang dibayarkan oleh 

bendaharawan BPBD Jember dilakukan dengan cara menyerahkan kode Billing 

yang berasal dari pengisian surat setoran elektonik dari laman DJP online untuk 

selanjutnya diserahkan pada kantor pos. Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 Ayat (2) dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilampiri bukti penerimaan 

negara atas pengadaan jasa konstruksi kepada KPP Pratama Jember. 

Berdasarkan uraian tersebut diangkat judul “Prosedur Pemungutan PPh 

Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jember” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam laporan 

praktik kerja nyata ini adalah “Bagaimana Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 ayat 

(2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk 

memahami tentang Prosedur Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa 

Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mendapatkan pengalaman untuk menambah wawasan tentang ilmu 

administrasi perpajakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember. 

2) Memperoleh pengalaman kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember. 

3) Mampu mengaplikasikan dan mempraktekkan teori yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan dengan proses administrasi perpajakan yang ada di 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, khususnya materi 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2). 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Menjadi referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktik Kerja Nyata 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

2) Mengenalkan mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan 

kemampuan diri serta agar mempererat hubungan kerjasama antara universitas 

dengan instansi terkait. 
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c. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember 

1) Menjadi sarana dalam menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Badan  

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember baik bersifat akademis 

maupun bersifat organisasi. 

2)   Memberikan masukan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember                                                                                                                                                                                                                          
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BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

   Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

  Pajak dari perspektif ekonomi diartikan sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak 

menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan 

individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang 

dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan 

barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. 

 Berdasarkan uraian definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

pengertian pajak secara ekonomis yaitu pajak sebagai pengalihan sumber 

dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis 

pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan sehingga ditarik kesimpulan 

tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antaralain sebagai 

berikut: 

a. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut 

pajak/administrator pajak) 
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c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan 

umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, 

baik rutin maupun pembangunan. 

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib 

pajak. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Sebagaimana penjelasan diatas terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat 

dari beberapa definisi pajak, oleh karena itu ada dua fungsi pajak menurut 

(Ratnawati & Hernawati, 2016: 3) yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi budgetair 

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu 

kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka 

dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. 

b. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau 

untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi 

Contoh: 

1) Pemberian insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan 

investasi dalam negeri. 

2) Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri. 

3) Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk 

mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. 
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2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Abdullah (2015:22) setelah dilakukan reformasi perpajakan pada 

tahun 1983 muncul berbagai jenis pajak. Para ahli sesuai dengan keahlian dan 

persepsinya banyak menggolongkan jenis perpajakan pada beberapa golongan 

berdasarkan sudut pandang masing-masing. 

Adapun jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan golongannya 

Pembagian pajak berdasarkan golongan ini berkaitan dengan pelaksanaan 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Masalah 

utama pada penggolongan disini adalah pembebanan atas pajak terutang. Pajak ini 

terbagi atas: 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan kepada siapapun. Pajak ini dipungut secara 

periodik atau berkala. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh ditanggung oleh 

pihak-pihak yang memperoleh penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain. Pajak ini dipungut secara insidentil, yaitu saat terjadi kejadian yang 

ditentukan oleh undang-undang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN 

dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena 

pajak.  

b. Berdasarkan Wewenang/Lembaga Pemungut Pajak 

Pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dengan 

merujuk pada rasa keadilan dalam memperoleh pendapatan pada masing-

masing tingkat hierarki inilah maka terjadi perbedaan wewenang atau lembaga 

pemungut pajak. Setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat menjadi 

kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak di luar kewenangannya agar 

tidak terjadi tumpang tindih dan pajak ganda setiap pelaksanaan kewajiban 

pajak. 

1) Pajak Pusat 

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang- undang yang 

kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat (Direktorat Jendral Bea 
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dan Cukai Kementerian Keuangan). Hasil pemungutan dialokasikan dalam 

anggaran negara yang dibuat pemerintah pusat yang digunakan untuk 

pembiayaan rumah tangga negara dan kesejahteraan rakyat. 

Pajak pusat di Indonesia, antara lain: 

a) Pajak Penghasilan (PPh); 

 b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 

            d) Bea Materai; 

e) Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.   

2) Pajak Daerah 

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah 

(Perda) dan dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Hierarki pemerintah daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian karena 

masing-masing memiliki otonomi daerah sendiri, sehingga pajak daerah juga 

dibagi menjadi dua bagian: 

     Pajak provinsi yang terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

(1) Pajak Hotel; 

(2) Pajak Restoran; 

(3) Pajak Hiburan; 
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(4) Pajak Reklame; 

(5) Pajak Penerangan Jalan; 

(6) Pajak Pengambilan Galian Golongan C (asbes, batu tulis, kasit, kaolin, talk, 

prospat, dan lain-lain); 

(7) Pajak Parkir. 

c. Berdasarkan Sifatnya 

      Berdasarkan sifatnya, pajak meliputi: 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak 

sehingga penentuan besarnya pajak harus didasarkan pada alasan-alasan 

objektif yang berhubungan dengan kemampuan jenis pajak. Pajak subjektif 

berpangkal pada subjek pajak selanjutnya dicari syarat-syarat objektifnya. Ini 

artinya yang pertama diperhatikan adalah kondisi/keadaan wajib pajak, 

contoh: dalam memotong pajak penghasilan negara harus memerhatikan 

subjek pajak, misalnya status perkawinan, banyaknya jiwa yang menjadi 

tanggungannya termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang terjadi dalam 

wilayah negara. Besarnya pajak terutang didasarkan pada nilai objek pajak 

yang menjadi dasar pengenaan pajak dan tidak dilihat dari kemampuan 

ekonomis wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan 

berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak. Dalam 

penerapan pajak objektif ini tidak diperhatikan kemampuan dan kelas 

ekonomi wajib pajak. 

 

2.1.4 Pemungutan Pajak 

Dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2) merupakan dasar hukum pemungutan pajak oleh 

negara. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu 

menetapkan nasib rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu, segala 

tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan 

dengan undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di 
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lembaga legislatif. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang, pajak 

tidak dianggap sebagai perampasan hak /kekayaan rakyat karena sudah disetujui 

oleh wakil-wakil rakyat. Selain itu, juga tidak dikatakan sebagai pembayaran 

sukarela karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya 

dan jika tidak memenuhi kewajiban sebagai rakyat dapat dikenakan sanksi. Selain 

undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar 

keadilan dapat diterapkan, faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara 

adalah peraturan perpajakan mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab 

tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Agar 

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan 

pajak harus memenuhi syarat sebagaimana dikutip Waluyo dan Wirawan (2000:5) 

Undang-undang dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus bersifat adil. 

Adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan 

undang-undang, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, 

baik bagi negara maupun warganya yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. 

 Pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam perannya 

menanggung pembiayaan negara, menuntut kesadaran warga negara untuk 

memenuhi kewajiban kenegaraan. Akan tetapi, sebagian warga masyarakat tidak 

memenuhi kewajiban membayar pajak timbul hambatan dalam pemungutan pajak 

atau perlawanan terhadap pajak. Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan 

berdasarkan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut: 

a. Stelsel nyata, sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak 

dengan menghitung besarnya pajak berdasarkan penghasilan yang nyata 

diperoleh oleh wajib pajak. 

b. Stelsel anggapan, sistem pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun 

pajak dengan menganggap bahwa penghasilan tahun ini dianggap sama dengan 

penghasilan tahun lalu dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Stelsel campuran, sistem pemungutan pajak yang menggabungkan Stelsel nyata 

dan anggapan. Jadi, awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan 

penghasilan yang dianggap sama dengan tahun yang lalu, kemudian akhir 
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tahun pajak dilakukan perhitungan besarnya pajak berdasarkan penghasilan 

yang nyata diperoleh pada tahun tersebut. Dari sistem pemungutan pajak yang 

seperti ini apabila terdapat perbedaan dalam hasil akhir perhitungan maka 

dikenal istilah kurang bayar atau lebih bayar. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

   Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan 

adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak pemghasilan melekat pada 

subjeknya. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak subjektif. Subjek pajak 

tersebut dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam 

Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau 

dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila 

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun 

pajak dapat berupa tahun kalender, akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku 

tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. 

  Definisi penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak. 

 

2.2.2 Dasar Hukum 

 Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas 

jasa konstruksi yaitu sebagai berikut: 
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara 

pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan 

dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PMK-

153/PMK.03/2009.  

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

  Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan final adalah pajak 

yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh 

pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat 

dikreditkan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Selain 

pengertian tersebut, pajak penghasilan final (PPh Final) dapat diartikan pajak 

yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, 

atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain ataupun yang 

disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi 

merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib 

pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. 

 Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final 

ini tidak akan dihitung lagi. Pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan 

penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (Pasal 17 UU 

PPh). Akan tetapi, atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut 

juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. 

 Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan yang 

dikenakan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut: 
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a. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan 

penghasilan lain (yang non-final) dalam penghitungan pajak penghasilan pada 

SPT Tahunan. 

b.  Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak 

dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. 

c. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara 

penghasilan yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final tidak dapat 

dikurangkan. 

 

2.3.2 Penghasilan yang Dipotong atau Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) 

  a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi. Obligasi yang dimaksud termasuk 

surat utang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, seperti Medium Term Note, 

Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan 

Surat Utang Negara meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan 

negara; 

  b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

  c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi deviratif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 

oleh perusahaan modal ventura; 

  d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 

dan/atau bangunan; 

  e. Penghasilan tertentu lainnya. 

 PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun 

berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyetoran sendiri 

pajak yang bersifat final. Oleh karena bersifat final, maka pemotongan PPh 

Pasal 4 ayat (2) dapat dikreditkan. 
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  Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak serta jatuh tempo 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) secara umum 

dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut. 

Jenis Pajak Penyetoran atau Pembayaran Penyampaian SPT Masa 

PPh Pasal 4 ayat (2) 

yang dipotong oleh 

pemotong PPh 

Harus disetor paling lama 

tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

Paling lama 20 hari 

setelah masa pajak 

berakhir.  

PPh Pasal 4 ayat (2) 

yang harus dibayar 

sendiri oleh  WP 

Harus disetor paling lama 

tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

Paling lama 20 hari 

setelah masa pajak 

berakhir 

Catatan: batas penyetoran atau pembayaran berakhir sesuai dengan ketetapan 

Menteri Keuangan 

 

2.4 Jasa Konstruksi 

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 

konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Subjek 

pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi merupakan wajib pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari 

usaha di bidang jasa konstruksi. 

Pengenaan tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi yaitu sebagai 

berikut: 

a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang 

memiliki kualifikasi usaha kecil; 

b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang 

tidak memiliki kualifikasi usaha; 

c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa 

selain penyedia jasa pada poin a dan b; 

d. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang 

dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 
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e. 6% untuk perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi yang 

dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 

Apabila penyedia jasa adalah BUT, maka tarif PPh tidak termasuk PPh atas 

sisa laba BUT setelah PPh yang bersifat final. Sisa laba dari BUT setelah PPh 

yang bersifat final dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut 

ditanamkan kembali di Indonesia atau sesuai dengan ketentuan dalam P3B. 

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut: 

a. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna 

jasa merupakan pemotong pajak (badan pemerintah, subjek pajak badan 

dalam negeri, BUT, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang 

ditunjuk oleh Dirjen Pajak) pada saat pembayaran uang muka dan termin. 

b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan 

merupakan pemotong pajak. 

Besarnya PPh yang dipotong atau disetor sendiri yaitu jumlah pembayaran, 

tidak termasuk PPN, dikalikan tarif PPh atau jumlah penerimaan pembayaran, 

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikalikan tarif PPh dalam hal PPh 

disetor sendiri oleh penyedia jasa pada saat pembayaranuang muka dan termin. 

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran tersebut merupakan 

bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi. 

Apabila terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan Nilai 

Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah 

dipotong atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan tersebut disetor sendiri 

oleh penyedia jasa. Apabila nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar 

sepenuhnya oleh pengguna jasa, maka atas nilai kontrak jasa konstruksi tidak 

dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final, dengan syarat nilai kontrak 

jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak 

dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan piutang yang nyata 

tidak dapat ditagih dapat ditagih kembali apabila tetap dikenakan PPh yang 

bersifat final. 

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar 

negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap 
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pajak yang terutang berdasakan ketentuan Undang-Undang PPh. Penghasilan lain 

yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi 

dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh dan penyedia 

jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha jasa konstruksi 

termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan PPh 

bersifat final. 

Apabila PPh yang terutang melalui pemotongan, maka pembayaran atau 

penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila PPh terutang harus disetor 

sendiri oleh penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, 

paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak 

wajib menyampaikan laporan pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya melalui 

SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah 

masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan 

pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, 

maka penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jl. Danau 

Toba No.16, Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata(PKN) sesuai dengan surat tugas 

nomor 4128/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 18 Oktober 2018 

sampai dengan 29 November 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember. 

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai 

dengan jam kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Hari efektif Praktik Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jember 

            Hari Kerja                         Jam Kerja                           Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis                 07.30 – 15.00 WIB                 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at                                07.30 – 14.30 WIB        11.30 – 12.30 WIB 

Sabtu dan Minggu  Libur  Libur 

Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018)  

 

3.2   Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

          Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir dengan 

judul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa
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Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember”. 

Sehingga pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ditempatkan pada bagian 

sekretariat yang berkaitan dengan judul tersebut. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwal selama Praktik KerjaNyata 

Kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), dilaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata 

     Waktu Kegiatan    Penanggung          Hasil 

Pelaksanaan                    Jawab 

(a)                                  (b)                                (c)                    (d) 

Kamis,          a. Diterima di Badan                 Ibu                 Mulai magang  

18/10/2018   Penanggulangan Bencana          Irmulandari    di BPBD 

                     oleh bagian sub bagian umum   selaku             Jember 

                                                                        pelaksana 

                                                                        Sub Bagian 

                                                                        Umum 

                     b. Penempatan di Bidang           Ibu  

                     Sekretariat                                  Irmulandari 

Jum’at,         Membuat tabel rincian           Ibu                Mengetahui cara  

19/10/2018   pembelian ATK                     Irmulandari   membuat tabel  

                                                                                          Rincian pembelian 

                                                                                          ATK 

Senin,           Pencarian dan Pencocokan     Ibu                Mengetahui 

22/10/2018   Data Aset Kantor                    Irmulandari  data aset kantor 

Selasa, Membuat Surat Perjalanan     Ibu                Mengetahui cara 

23/10/2018   Dinas ke Bandung                  Irmulandari   membuat surat 

                                                                                           Perjalanan dinas 

                                                                                           Ke Bandung 

Rabu,            Menghitung PPh 23 atas        Ibu Fitri       Mengetahui 

24/10/2018    konsumsi kantor                                         rincian Konsumsi 

                                                                                          Kantor setiap  

                                                                                          Jum’at 
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Selasa,           Membuat surat laporan            Bapak        Mengetahui  

30/10/2018    bencana                                    Hartono      pembuatan surat  

                                                                                           Laporan bencana    

Rabu,             Membuat arsip data pegawai    Bapak        Mengetahui         

31/10/2018     tetap atau honorer                    Hartono      pembuatan arsip 

                                                                                           Data pegawai tetap 

                                                                                           Atau honorer 

Kamis,           Membuat surat pembayaran     Bapak        Dapat membuat  

1/11/2018       ATK                                         Hartono     surat pembayaran  

                                                                                          ATK 

Jum’at,           Pencatatan surat masuk           Bapak        Mengetahui cara 

2/11/2018                                                       Hartono      mencatat Surat 

                                                                                          Masuk dan 

                                                                                          Penomoran surat                   

Senin,             Membuat surat pesanan          Bapak         Menerbitkan surat  

5/11/2018       pembelian ATK                      Hartono      pesanan pembelian 

                                                                                          ATK 

Selasa,           Mencetak rekapan aset            Ibu Putri     Membantu mencetak 

6/11/2018       tetap berupa peralatan kantor                     rekapan aset tetap 

                                                                                          Berupa peralatan 

                                                                                          kantor                                            

Rabu,             Pengarsipan data aset tetap     Ibu Putri     Mengetahui proses 

7/11/2018      berupa kendaraan operasional                    pengarsipan data aset                                                 

                       BPBD Jember                                            tetap berupa 

                                                                                          Kendaraan 

                                                                                          Operasional BPBD  

                                                                                          Jember 

Kamis,           a. Membuat SPPD dalam       Ibu Putri     a. Mengetahui cara 

8/11/2018      daerah                                                          membuat SPPD 

                                                                                           Dalam daerah 

          b. Berdikusi tentang pajak                        b. Mengetahui pajak 

                          yang ada di BPBD Jember                         di BPBD Jember 

 

Kamis,          Menghitung PPN atas ATK    Ibu Fitri     Mengetahui  

25/10/2018                                                                       perhitungan PPN  

                                                                                         Atas ATK 

Jum’at,          Menghitung PPh 22 atas jasa  Ibu Fitri    Mengetahui 

26/10/2018    service printer                                            perhitungan PPh 

                                                                                         22 atas jasa service  

                                                                                         Printer 

Senin,            Menghitung PPh 21 atas gaji   Ibu Fitri    Mengetahui 

29/10/2018    pegawai                                                     perhitungan PPh 

                                                                                         21 atas gaji Pegawai 

   (a)                               (b)                            (c)                     (d) 
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    (a)                             (b)                                 (c)                       (d) 

Jum’at,          Pengarsipan data seluruh        Ibu Putri      Mengetahui cara 

9/11/2018      pegawai BPBD Jember                               pengarsipan data 

                                                                                           Seluruh pegawai 

                                                                                           BPBD Jember 

Senin,            Berdikusi tentang PPh Pasal   Ibu Ifa         Mengetahui tentang  

12/11/2018    4 ayat (2)                                                     PPh Pasal 4 ayat (2) 

Selasa,           Menghitung pengeluaran        Ibu Ifa         Mengetahui proses 

13/11/2018    belanja ATK                                                perhitungan 

                                                                                           Pengeluaran belanja 

                                                                                           ATK 

Rabu,            Membuat laporan                    Ibu Ifa         Mengetahui cara 

14/11/2018    kejadian kebakaran                                     membuat laporan 

                      November                                                   kejadian kebakaran 

                                                                                          November 

Kamis,           Membuat surat balasan           Ibu               Mengetahui cara    

15/11/2018     usulan petugas untuk             Irmulandari  membuat surat 

                       Pengelolaan E-Lapor                                  balasan usulan 

                       BPBD Jember                                             petugas E-Lapor  

                                                                                           BPBD Jember 

 

Jum’at,          Membantu pelaporan               Ibu Ifa          Mengetahui proses 

16/11/2018    pajak tahunan                                                pelaporan pajak  

                                                                                             Tahunan 

Senin,            Berdikusi mengenai laporan   Ibu Dini         Mengetahui 

19/11/2018    PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa                        prosedur pelaporan 

                       konstruksi                                                     PPh pasal 4 ayat (2)  

                                                                                             atas jasa konstruksi 

Rabu,             Membuat surat                        Bapak            Mengetahui  

21/11/2018    permintaan penawaran            Hartono         terbitnya surat                  

                      Harga pengadaan ATK                                  pengadaan ATK 

Kamis,           Mencatat surat keluar             Ibu                 Mengetahui 

22/11/2018                                                    Irmulandari    pencatatan surat 

                                                                                             Keluar dan 

                                                                                             Penomoran surat 

Jum’at,          Berdikusi tentang PPh Pasal    Ibu Ifa           Mengetahui tentang 

23/11/2018    4 ayat (2)                                                        PPh pasal 4 ayat (2) 

                       

Senin,            Membuat SPPD dalam            Ibu Dini         Mengetahui cara 

26/11/2018    daerah                                                             membuat SPPD 

                                                                                              Dalam daerah 

Selasa,           Mendapatkan data tentang      Ibu Putri         Mengetahui data 

27/11/2018     PPh pasal 4 ayat (2) untuk                             tentang PPh pasal 4  

                       Laporan                                                          ayat (2) untuk 

                                                                                              Laporan 
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    (a)                           (b)                                    (c)                         (d) 

Rabu,             Menghitung PPh atas              Ibu                  Mengetahui cara 

28/11/2018    BBM kendaraan kantor           Irmulandari    perhitungan PPh 

                                                                                              atas BBM 

                                                                                              Kendaraan kantor 

Kamis,           Perpisahan dengan Kepala                             Berpamitan karena 

29/11/2018    Kantor dan pegawai kantor                            telah berakhir masa 

                      Karena telah berakhir masa                            Praktik Kerja Nyata 

                      Praktik Kerja Nyata 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (2018) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yaitu 

data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Umar (2004:37) Data kualitatif 

menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk 

skala yang lebih rendah yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang 

kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan 

dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset, karena memang inilah bagian 

yang terpenting dari riset jenis ini. Penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada 

data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. 

Data kualitatif dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata berupa wawancara dengan 

Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. 

Sedangkan data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan tersebut berupa Faktur 

Pajak, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 

Kuitansi Pembayaran, Kode E-Billing, dan Bukti Penerimaan Negara. 

 

3.3.2 Sumber Data  

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Menurut Umar (2004:42) Data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara 

atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan. Data primer diperoleh dari 

wawancara dengan bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember berupa data tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa 

konstruksi. 

b. Data Sekunder 

 Menurut Umar (2004:42) Data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data 

sekunder dalam laporan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

PMK-187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan 

penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah 

diubah dengan PMK-153/PMK.03/2009. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja 

Nyata tersebut sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan 

buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

laporan Praktik Kerja Nyata tersebut. Buku yang dibutuhkan adalah buku text 

tentang perpajakan, buku text tentang pajak penghasilan, dan buku pedoman 

penulisan karya ilmiah Universitas Jember. 
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b. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 

diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan 

daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara dilakukan 

kepada beberapa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember. Wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak 

Penghasilan pasal 4 ayat (2). 

c. Observasi 

 Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara 

langsung atau tidak lansung terhadap objek tersebut dan pencatatan terhadap 

gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata tersebut dilakukan 

observasi data-data wajib pajak yang terkait dengan pengenaan atas pengadaan 

jasa konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Jember.  
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Praktik Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jember, mengenai Prosedur Pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jember dilakukan oleh bendaharawan. Bendaharawan 

melakukan pemungutan terhadap rekanan atas jasa konstruksi. Pemungutan 

dilakukan dengan perhitungan terhadap CV. Mulia Graha Selaras atas jasa 

konstruksi dengan perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) 4% x Dasar Pengenaan Pajak 

belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam 

melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi 

menggunakan With Holding System dimana pihak rekanan memberikan 

wewenang kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember 

untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan besarnya 

pajak yang ditanggung oleh CV. Mulia Graha Selaras. 

c. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai penyedia jasa 

melaksanakan penyetoran sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSP), dimana penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah 

penerimaan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan 

pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. 
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5.2 Saran 

 Saran yang diberikan terkait Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang telah 

dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember 

yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember diharapkan meningkatkan 

kepatuhan dalam membayar pajak supaya saat pelaporan pajak tidak melewati 

batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 agar tidak dikenai sanksi 

administrasi atas keterlambatan pelaporan. 
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Lampiran 1 Permohonan Tempat Praktik Kerja Nyata 

 

 

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 5 Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 6 Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 7 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktik Kerja 

Nyata 
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Lampiran 8 Surat Setoran Pajak CV Mulia Graha Selaras
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Lampiran 9 Surat Setoran Pajak BPBD Jember 
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Lampiran 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 
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Lampiran 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

153/PMK.03/2009 
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Lampiran 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 
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Lampiran 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
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Lampiran 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
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